Menimbang

BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 74 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

bah'wa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat
(1) Peraturan Men eri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan
Evalua31 Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Ja Ra Menengah Daerah, Serta Tata
; ba Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2023-2026;

bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022
tanggal 31 Desember 2021, yang menginstruksikan
agar Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir
Tahun 2022, menyusun Dokumen Perencanaan
Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026
yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Kabupaten /Kota Tahun 2023-2026, serta
memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah
untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah
yang untuk selanjutnya disebut Renstra PD
Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 yang ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah;




Mengingat
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bahwa sehubungan dengan masa jabatan Bupati dan
Wakil Bupati Barito Selatan akan berakhir pada bulan
Mei 2022, maka perlu Menyusun Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2023-2026;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2023-2026;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat I di Kalimantan (Lembaran Negara Republik

~ Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Repubh'k Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

~Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indones1a Tahun 20()3 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesm Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indone31a Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4421);
Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 1 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonema Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 47 00);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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11,

12.

13,

14.

15.
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor
187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402} e

Peraturan Pernermtah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
S1nkromsa31 Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasmnal (Lembaran Negara Republik

“‘Indonesna - Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan

Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6056);
Peraturan Pememntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan ‘,Kéu'angan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
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Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3
Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

~ 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157); , ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tatas Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan ~Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah k,[’Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Berlta Negara Repubhk Indonesia Tahun 2017

Nomor 1312) .

Peraturan Mentem Dalam Negem Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifiksi, - Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan
Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor
11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15);
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Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2021-2026;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah  Kabupaten Barito Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2008 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun
2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2009 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4

~ Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

28

29,

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran
Daerah Kabupaten Barlto Selatan Tahun 2014
Nomor 4); :

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Bar1to Selatan Tahun 2016 Nomor 3
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan
Nomor 2); iy
Peraturan Bupat1 Bamto Selatan Nomor 10 Tahun 2022
tentang Rencana ,Pembangu.nan Daerah Kabupaten

,,Barit¢)~,", Selatan Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan
Nomor 10) .

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2023-2026.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

g

10.

12.

Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah adalah Bupati Barito Selatan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode tahun 2023-2026.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemenntah Daerah selan;utnya d1s1ngkat RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas
pembangunan daerah/ perangkat daerah uﬁtu’k mencapai sasaran.

Kinerja adalah keluaran /hasil dari kegiatan / program yang akan atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas yang terukur. .

Program adalah penjaba.ran kebuakan Perangkat Daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih keg1atan dengan menggunakan
sumberdaya yang d1sed1akan untuk mencapan hasﬂ yang terukur sesuai
dengan tugas dan fungsi. Yo e
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebaga1 bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik Vang berupa personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi darl beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
barang/jasa.

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan

yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program.
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BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RPD Kabupaten
Barito Selatan Tahun 2023-2026.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dengan sistematika sebagai berikut:

a. Pendahuluan;
Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
c. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
d. Tujuan dan Sasaran;
e. Strategi dan Arah kebijakan;
f.  Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan
g. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
h. Penutup.

(3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bag1an yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini. : . ,

{4) Renstra Perangkat Daerah sebagalmana dimaksud pada ayat (2) yaitu
Tujuan, Sasaran, Program Keglatan dan Sub keglatan Perangkat Daerah
yang akan dilaksanakan pada tahun 20_3‘%2026 berdasarkan isu strategis,

arah kebijakan, Tujuan, Sasaran dan program pembangunan Daerah yang

ditetapkan dalam Peraturan Bupatl Barito Selatan tentang RPD Kabupaten

Barito Selatan Tahun 2023 2026 e ,

’ Pa'sal 3

Renstra Perangkat Daerah VKabUpaten Barito Selatan Tahun 2023-2026
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mehputl :

Dinas Pendidikan;

Dinas Kesehatan;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

10. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;

11. Dinas Lingkungan Hidup;

12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

13. Dinas Perhubungan;

14. Dinas Komunikasi dan Informatika;

15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

16. Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan;

©ONO U s W
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17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,

18. Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
19. Sekretariat Daerah;

20. Sekretariat DPRD;

21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

22. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
24. Inspektorat;

25. Kecamatan Dusun Hilir;

26. Kecamatan Dusun Selatan;

27. Kecamatan Dusun Utara;

28. Kecamatan Gunung Bintang Awai;

29. Kecamatan Jenamas;

30. Kecamatan Karau Kuala;

31. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

(1) Renstra sebagaimana dlmaksud daiam Pasal 2 merupakan acuan setiap
Perangkat Daerah lingkup Pemermtah Kabupaten untuk menyusun Renja
Perangkat Daerah dan dlgunakan sebagaz bahan penyusunan rancangan
RKPD. . . o

(2) Pemerintah Kabupaten dapat melakuka ffpenambahan sub kegiatan baru
akibat dari kebijakan nasional atau provi si’, keadaan darurat, kejadian luar
biasa, dan/atau perintah dar1 peratu_an perundang-undangan setelah
Renstra Perangkat Daerah dltetapkan d:dakukan Sesueu ketentuan peraturan
perundang-undangan. ‘ o

(3) Penambahan sub keg1atan baru sebagaimana, dlmaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan
Renstra PD.

(2) Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diserahkan Kepada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah untuk diverifikasi.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaa
Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Renstra PD tahun 2023-2026 seba

mulai tahun 2023-2026.

Pasal 9

Pasal 10

gai dasar penyusunan Rencana Kerja PD

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Diundangkan di Buntok

pada tanggal 19 pei 2022

SERRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,
! f - L{ i

P/
270 SE

e,

EDY PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022 NOMOR

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 19 wei 2022

BUPATI BARITO SELATAN,

ST A
a:‘ -

EDDY-RAYA SAMSURI

il



